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ABSTRAK

Andi Muh. Nur Amin.Persepsi Pegawai Negeri Sipil terhadap Penerapan
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang lIzin Pegawai Negeri Sipil
Poligami (Studi di Kecamatan Ujung Kota Parepare). Dibimbing oleh Ibu Rukiah,
dan Ibu Saidah.

Penulisan ini dimaksud untuk mengetahui bagaimana mekanisme atau syarat
yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil sebelum melakukan poligami sesuai
dengan peraturan yang berlaku dan bagaimana persepsi/tanggapan Pegawai Negeri
Sipil khususnya di Kecamatan Ujung Kota Parepare, tentang diterapkannya peraturan
tentang izin poligami‘bagi Pegawai Negeri Sipil.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini-adalah deskriptif kualitatif,
dalam data penelitian ini diperoleh dari  data primer dan data sekunder. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.
Adapun teknik analisis datanya dalah meggunakan analisi data kualitatif.

Pegawai Negeri Sipil yang ingin berpoligami harus memperoleh izin dari
Pejabat. Permintaan izin tersebut dilakukan secara tertulis serta mencatumkan alasan
yang lengkap karena akan menjadi bahan pertimbangan bagi Pejabat, apakah
permintaan izin tersebut disetujui atau ditolak. Untuk Pegawai Negeri Sipil yang
ingin berpoligami harus memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternatif dan
ketiga syarat kumulatif sebagai syarat tambahan izin piligamin tidak akan diberikan
apabila bertentangan dengan ajaran agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan. Semua Pegawai Negeri Sipil setuju dengan diterapkanya peraturan ini,
karena menganggap poligami membawa dampak negatif dalam keluarga. Hanya saja
salah seorang Pegawai Negeri Sipil wanita merasa kurang sependapat dengan sanksi
pemberhentian tidak dengan hormat bagi yang diberikan tanpa ada berupa keringanan
hukuman.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua
mahluk —Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. la adalah suatu
cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk
berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.! Perkawinan adalah ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa.? Undang-undang perkawinan ini secara gamblang menyebutkan
tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang
didasarkan pada ajaran agama. Adapun perinciannya dikandung pasal-pasal lain
berikut penjelasan Undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam penjelasan Undang-undang Perkawinan diantaranya disebutkan bahwa
membentuk keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, yang
merupakan tujuan perkawinan, dimana pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan

kewajiban orang tua.

'Slamet Abidin, Figih Munakahat (Cet. I; Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999), h. 9.

2 Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang
Perkawinan.



Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut nikah ialah melakukan
suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan
wanita, untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan

dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu

kebahagiaan hidup berkeluarga sa kasih sayang ketentraman dengan

cara-cara yang diridhoi

Ikatan perk erupakan unsur po pembentukan keluarga

an tersebut,

kum dalam

tama diperlukan dalam 3 , kewajiban,

dan ta j g-masing anggota kel ntuk rumah
tangga [ htera.?

bakan pasangan merupakan fitrah sebe de an dorongan

a pertemuan

yang s

antara u sehingga

“perkawipmnbElpm(RaE pria da ita menjadi

sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya mengapa pisau dinamai sikkin karena ia

adalah alat untuk menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak,

3Zulfan Nardadi, “Penerapan Sanksi Pegawai Negeri Sipil Akibat Tidak Tidak Terpenuhinya

Hak Mantan Istri dan Anak Setelah Perceraian” (Skripsi Sarjana; Universitas Negeri Semarang, 2015),
h. 1-2.
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setelah tadinya ia meronta. Sakinah karena perkawinan adalah ketenangan yang
dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang.*
Salah satu bentuk perkawinan yang sering dibincangkan dalam masyarakat

adalah poligami. Kata-kata “poligami” terdiri dari kata “poli” dan “gami”. Secara

etimologi poli artinya “banyak”, istri”. Atau “seorang laki-laki beristri
lebih dari seorang, tetapi

Allah swt m n berpoligami samp orang istri dengan syarat
san nafkah,
tempat a tidak bisa
istri saja (monogami).®
i atau menikah lebih am lintasan
sejarah salah baru. Poligami tel pan manusia
sejak d ala di asan dunia.

Orang- mikian pula

peraktekkan

orang-orang

*M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat
(Cet. I; Bandung: Penerbit Mizan, 1996), h. 192.

*Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat (Cet. I1; Jakarta: Prenada Media Group, 2003),
h. 130.

®Titik Triwulan tutik, Poligami Perspektif Nikah (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h. 57
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Namun dalam kenyataannya, Syari’at Islam tidak membebaskan secara
mutlak berpoligami, prinsip-prinsip fundamental yang menjadi penentu boleh
tidaknya suami berpoligami yaitu harus terpenuhi dalam kesanggupan dan tanggung

jawabnya. Meliputi kemampuan memberi nafkah, bertindak adil diantara istri-istri,

bersosialisasi dengan baik dan lai

Semua ulama m ki-laki boleh beristri empat

dalam waktu bersa dak boleh lima.” Dis lam Q.S. An-Nisa/4: 3.

t tidak akan dapat b i p (hak-hak)
m (bilamana kamu i a kawinilah
yang kamu senangi: dua,
k akan erlaku adi i g saja, atau
ak yang ka jan i i untuk tidak
niaya.?

-undang pe : / ganut asas
hukum &
(poligami).
Namun demikian hal itu apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan

memperoleh izin dari pengadilan.

"Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab (Cet. VII; Jakarta: Lentera, 2002),
h. 332.

® Kementerian Agama  Republik Indonesia, Al-Quran dan  Terjemahnya

(Bandung: CV. Diponegoro, 2000), h. 77.
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Seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Pengadilan di tempat tinggalnya.
Pengadilan kemudian memeriksa suami tersebut ada kemungkinan untuk

berpoligami ialah mengenai hal-hal sebagai berikut:

1) Istri tidak dapat ewajiban sebagai istri

2) lstri enyakit yang tidak dapat

bagi Pe (PNS). Bahkan Poliga isa te epada siapa
saja. Se yang akan di teliti ol iti ermasalahan

poliga i h Pegawai Negeri Sipil.

perkaw
Indones
khusus

PeraturanpnimEypri RJEQQO tenta Perkawinan

dan Pe didalamnya

Pejabat. Ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut sangat berbeda bahkan kontra
produktif baik dengan hukum Islam maupun dengan hukum positif (Undang-Undang

Perkawinan) Indonesia. Adanya pengkhususan ini, dikarenakan PNS dan pejabat

°Asro Sosroatmodjo, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 68.
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merupakan unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan
yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku, bertindak, dan taat pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan informasi yang didapat bahwa memang pernah terjadi kasus

Pegawai Negeri Sipil Poligami Ujung Kota Parepare yang dilakukan

dikediaman Pegawai N i oleh saksi-saksi dari kedua

eri Sipil tersebut telah

oligami ada

0. 1 Tahun 1974 dan )90. Pasal 4

menyebutkan bahwa su ri lebih dari

ngajukan permohonan

erah tempat

permohonan ke Pengadilan untuk n dari ketua

mnarl seorang.

aturan yFAGRtE:FA RgE Sipil ya

ang lengkap

melakukan

990 pasal 4,

sebagai berikut

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib
memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri

kedua/ketiga/keempat.
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3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara
tertulis.
4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus

dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk

beristri lebih dari seoran
Pasal 4 PP No. awai negeri sipil pria yang

akan beristri lebih ng wajib mempero bih dahulu dari pejabat,
melakukan

tidak akan

, jika masih tetap melak kan sanksi.

n perundang-undangan egeri Sipil

ggaraan sistem inform bagai usaha

pernikahan,
perceraian, pembagian gaji akibat perceraian, pernikahan poligami, status menjadi
istri kedua bagi PNS wanita, mutasi keluarga, dan hidup bersama diluar ikatan

pernikahan.

1%Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang lIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai
Negeri Sipil”.
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Terkait dengan aturan pernikahan, Pegawai Negeri Sipil dan pejabat
pemerintah yang melangsungkan perkawinan wajib segera melaporkan
perkawinannya kepada pejabat. Ketentuan tersebut juga berlaku untuk janda/duda

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pernikahan kembali atau pegawai negeri sipil

yang melakukan pernikahan den , ketiga, keempat.'* Berdasarkan hal

tersebut, penulis tertari elakukan penelitian untuk
mengetahui bagai i Sipil dengan adanya
Jul Persepsi
0. 45 Tahun

1990 T¢ i igami (Studi di Kecam

akang tersebut, maka v san masalah

1.2.1 B na mekanisme poli S
1228B a persepsi P i ecamatan U ota Parepare
PR RE PRRE

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Untuk mengetahui mekanisme poligami bagi Pegawai Negeri Sipil.

" Amar Ma’ruf, “Implementasi Peraturan Perkawinan dan Perceraian PNS dan Pejabat”
(Tesis Sarjana; Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013), h.1-2
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1.3.2 Untuk mengetahui persepsi Pegawai Negeri Sipil mengenai peraturan izin
poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Ujung Kota Parepare.
1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini berguna untuk :

1.4.1 Secara teoritis
Secara teoritis p mberikan pemahaman secara

rinci tentang mek igami bagi Pega i Sipil. Sehingga dapat

hukum bagi

csiyah, serta

sebagai pustakaan di Perguruan

ian ini diharapkan dapa syarakat dan

gan ikiran maupun bahan masukan serta dapat an referensi

-penelitian mmdimasa yang ¢

PAREPARE
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai poligami sebenarnya telah di lakukan oleh beberapa

mahasiswa yang dituangkan uk skripsi dan karya ilmiah.
Abdurrahman Saleh Bugi berjudul “Pandangan MUI
S mengenai bagaimana

] melakukan

iatur dalam

n penelitian tentang p leh ¢ idayatullah

okoh Masyarakat Ke Sawse ota Depok

enelitiannya ini, ia bermaksud mengetahui

as ng poligami baik
dangan dari

am menypwni FHLHIEm Islam

kum Islam

hukum posi masyarakat

diantaranya
enuhi syarat-
syarat dalam hukum Islam. Sedangkam menurut hukum positif pendapat tokoh

masyarakat Sawangan mengenai poligami, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku

2 Abdurrahman Saleh Bugis, “Pandangan MUI Jakarta Utara Tentang Poligami”
(Skripsi Sarjana; UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h. 9.

B3 Syarif Hidayatullah, “Padangan Tokoh Masyarakat Kecamatan Sawangan Kota Depok
Terhadap Poligami” (Skripsi Sarjana; UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 8.

10
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dalam suatu undang-undangan perkawinan dalam poligami, dan tidak ada satupun
dari tokoh masyarakat yang bertentangan dengan hukum positif.
Penelitian lain pernah dilakukan oleh Supriadi, salah seorang mahasiswa

STAIN Parepare, dengan judul “Kasus Poligami Satu Atap di Majene dalam

Perspektif Hukum Islam”. ** P dilakukannya membahas tentang

bagaimana pola hidup agaimana sistem pembagian

ap yang dilakukan oleh

ian tersebut

mum, sedangkan penel akukan ialah
husus yang diberlaku i egeri Sipil

ah Nomor 45 tahun 19 ng |z awinan dan

Pegawai Negeri Sipil.
2.2 Tin eoretis '
2.2.1 Pe

dorongan-dorongan dalam kesatua atuan, hal mengetahui,

elalui panca
penyusunan

melalui indra,

Y Supriadi, “Kasus Poligami Satu Atap di Majene dalam Perspektif Hukum Islam”
(Skripsi Sarjana; STAIN Parepare, 2015), h. 10.

5 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar Bahasa  Indonesia

(Cet.ll; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1061
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tanggapan dan daya memahami.® Oleh karena itu, kemampuan manusia untuk
membedakan mengelompokkan dan memfokuskan yang ada dilingkungan mereka
disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan atau persepsi.*’

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh suatu penginderaan yaitu

merupakan proses yang berwuj stimulus oleh individu melalui alat

reseptornya. Untuk Lebi adalah beberapa beberapa
definisi persepsi me berikut :

Drganisasian,
au individu

s yang integrated dalam

butkan bahwa persepsi membeda-

memfokuskan perhatia ek rangsang.

Dalam si melibatkan proses interpretasi pengalaman
peristiwa atau objek.

adalah p penginterp , terhadap

pakan suatu
dan persepsi

adalah daya mengenal barang kualitasiatau hubungan dan perbedaan antara hal ini

M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: 2001, Arkola), h. 591.
7sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Psikologi (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 39
®Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: Andi Offset 1994), h. 53
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melalui proses mengamati, mengetahui atau mengartikan setelah panca indra dan
merangsang.™
Dengan demikian, persepsi dapat diartikan sebagai proses diterimanya

rangsangan melalui panca indra yang didahului oleh perhatian sehingga individu

mampu mengetahui, mengartika ati tentang hal yang diamati, baik
yang ada diluar maupun

Ciri-ciri um lam suatu objek tertentu,

atian sebagai langka

Adanya alat i i imulus

araf senpwnaEPﬂ(nlEjskan sti e otak (saraf

b. Proses Terjadinya Persepsi
Persepsi melewati tiga proses yaitu:

e Proses fisik adanya objek menstimulus reseptor atau alat indra

9 Alviani Suci Romadhon, “Perepsi Masyarakat Terhadap Individu Yang Mengalami
Gangguan Jiwa di Kel. Poris Plawad Kec. Cipondoh Kota Tanggerang” (Skripsi Sarjana; UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 9.
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e Proses fisiologis kemudian stimulus tersebut merangsang saraf
sensorik di otak
e Proses psikologis terjadi di dalam otak sehingga individu menyadari

yang diterima.

c. Faktor-faktor yang Mem

gai factor personal atau
dividu yang

asa lalu dan

Struktural

ral merupakan pengaru ifat stimulus

ynya dalam
hubungan keseluruhan. ‘Sebagai contoh dalam memahami seseorang,
kita harus melihat masalah-masalah yang dihadapinya, konteksnya

maupun lingkungan sosial budayanya.”

2 Alviani Suci Romadhon, Persepsi Masyarakat Terhadap Individu Yang Mengalami
Gangguan Jiwa di Kel. Poris Plawad Kec. Cipondoh Kota Tanggerang, h. 10-12
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2.2.2 Teori Magashid Al-Syariah
Maqasid al-syariah terdiri dari dua kata yakni ... dan.,z). Magashid adalah
jamak dari .3 yang berarti mendatangkan sesuatu, juga berarti tuntutan, kesengajaan

dan tujuan. Syariah menurut bahasa jalan menuju sumber air yang dapat pula

hanyalah untuk kemasla
embagi maslahat ini
at (skunder) dan ta
dalah sesuatu yang mest
enimbulkan

um, shalat,

shaum magashid

an (an-nasl),
harta ( at ditempuh
dengan dua cara ya ari segi ada artu” dengan cara

manjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya, dari segi
tidak ada (min nahiyyati al- ‘adam) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang

menyebabkan ketiadaannya.

“'Mohammad Toriquddin, Teori Magashid Al-Syariah Perspektif As-Syatibi (Jurnal Syariah
dan Hukum; VVolume 6 Nomor 1: Juni 2004).
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Konsep utama dari Magasid Al-Syariah adalah kemaslahatan, sehingga Amir
Syarifuddin membagi dua bentuk maslahah?:
a. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia baik bermanfaat untuk hidup di
dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat. Manfaat itu ada yang

langsung dapat dirasakan sepe ng yang sedang kehausan diberi minuman

segar. Ada pula yang emudian sedang pada awalnya

obat kina kepada orsg

seperti minum kham r. Ada pula

an itu dirasakan kemud umnya tidak

a, bahkan dirasakan zina dengan
nyakit kelamin.

agashid dan

al-syariah

arah sumber

at manusia.
ukum Allah
SWT yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan

sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Kemaslahatan,

2 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid 11, (Cet-4; Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2008), h. 233.
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dalam hal ini diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia,
pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-
kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.Adapun yang

dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya)

sesuatu yang dilakukan dan yang m i-tujuan pokok pembinaan pokok hukum

adalah apa yang menjadi i-_kehidupan manusia. Tuntutan
kebutuhan manusia i

tingkatan kebutuhan itu ye an hajiyat (kebutuhan

engan Kkata lain tidak s i ansia tanpa

bagai ciri atau keleng i nusia, yaitu

secara f jiwa, akal, harta, dan | itu disebut
(dharuriyat yang lima).Ke arur sebut adalah
hal yan k harus ada nanya Allah ¢ merintahkan

k melakukan se keberadaan dan purnaannya.

ah swt melar yang dapat

lah satu PlAnn}EqunE itu. Seg

angkan atau

puatan yang
baik, dan
erusak atau
mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus
ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.

Hajiyat, kebutuhan tingkat “sekunder” bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu

yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri.
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Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan
meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya
dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan

kesulitan dalam kehidupan mukallaf.

Tahsiniyat, kebutuhan ting} ier” adalah sesuatu yang sebaiknya ada
untuk memperindah kehid a_kebutuhan tersebut kehidupan

tidak akan rusak dan j an. Keberadaan kebutuhan

tujuan yang dikehend lam hukum-

a melalui teks-teks s al-syari‘ah)

is. Tujuan tersebut m bokok, yaitu

ama, perlindungan terhada , an terhadap

akal bu ungan terhad drmatan diri,

dan pe ) ah itu berti gkat, yakni

g mampu n eksistensi

ada tingkat
ungan bagi
merupakan
maslahah pada tingkat hajiyyat. Sesuatu yang mampu memberi keindahan,
kesempurnaan, keoptimalan bagi penjaminan eksistensi masing-masing dari keenam

hal pokok itu merupakan maslahah pada tingkat tahsiniyyat.

22 Asmawi, Konseptualisasi Teori Maslahah (Pdf. Jurnal Budaya dan Hukum: Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2014), h. 15.
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2.3 Tinjauan Konseptual
2.3.1 Persepsi
Menurut Kamus Besar basaha Indonesia, persepsi adalah tanggapan

(penerimaan) langsung dari sesuatu. Bisa dikatakan bahwa persepsi adalah proses

seseorang mengetahui beberapa
Persepsi  adal menginterpretasikan,

mengorganisasikan

asian. Interpretasi me ahaman dari

dap i i yang diperoleh. Sed 1sian adalah

proses

i merupakan suatu proses yang dipelajari melal aksi dengan
lingkun itar. Persepsi sese kecil melal aksi dengan
: Sejalan deng definisikan ian persepsi

ralaman Pi RJE PA“RE hubung ngan yang
1]

ertentu agar memiliki m

pendapat ini

**  Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia

(Cet.l; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1061.
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terlihat dari makna menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang memiliki
keterkaitan dengan proses untuk memberi arti.®
2.3.2 Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerapan adalah proses,

cara, perbuatan menerapkan. % beberapa ahli berpendapat bahwa,

penerapan adalah suatu teori, metode, dan hal lain

untuk mencapai tuj u dan untuk suatu n yang diinginkan oleh

suatu ke ; nya.

tahun 1999 menyataka i dalah setiap
warga nesia yang telah meme ditentukan,
diangk j erwenang dan diserahi patan negeri,

atau dis egara lainnya, dan digaji berdasarkan p perundang-

Undang-U 1999 Tentan bahan Atas

Undang g No. 8PaNREPtHRlE-Pokok aian, yang

(1) a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

b. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan

% Aina Mulyana, “Pengertian Persepsi, Syarat Proses dan Faktor yang Mempengaruhi
Persepsi,” Blog Pendidikan Kewarganegaraan. http://ainamulyana.blogspot.com/2016/01/pengertian-

persepsi-syarat-proses-dan.html?m=1 (diakses pada tanggal 26 Desember 2017).
Departemen  Pendidikan ~ Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia
(Cet.l; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1448.
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c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. Pegawai Negeri Sipil Pusat, dan

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah.?’

Pasal 2 ayat (1) UU N 1999 tidak menyebutkan apa yang

dimaksud dengan pengerti namun disini dapat diambil
suatu kesimpulan ai Negeri Sipil adalah
a Kepolisian
il menurut kamus um 1 “pegawai’”
a pada pemerintah (p sebagainya)

gara atau pemerintahan sipil adalah

orang i erja pada pemerintahan atau negara.”®

Pemerintah
undangan di
ang-Undang
ateri untuk
menjalankan Undang-Undang. Didalar

Jndang-Undang Republik Indonesia Nomor

12 Tahun Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undangan dinyatakan bahwa

?’Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

283ri Hartini, Hukum Kepegawaian (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 32.
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Peraturan Pemerintah sebagai aturan “organik” dari Undang-Undang menurut
hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang. Peraturan Pemerintah
ditandatangani oleh Presiden.

Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan

Undang-Undang sebagaimana m UU No.10 Tahun 2004 tentang

teknik pembuatan und Pemerintah sebagai aturan

organik daripada U

rintahkan oleh Unda untuk
merintah. Undang-und i UU) adalah
gan yang dibentuk o ilan Rakyat
dengan juan bersama Presiden.
uk melaksanakan g dibentuk ol iden dengan
DPR, 945 membe a presiden menetapkan
erintah pwlﬁapmn.@dang ter sebagaimana
a dang. Hal ini

berarti tidak mungkin bagi preside enetapkan Peraturan Pemerintah sebelum
terbentuk undang-undangnya, sebaliknya suatu undang-undang tidak dapat berlaku
efektif tanpa adanya Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah memiliki beberapa karakteristik sehingga dapat disebut

sebagai sebuah Peraturan Pelaksana suatu ketentuan Undang-Undang atau
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verordnung. Prof. Dr. A. Hamid Attamimi, mengemukakan beberapa karakteristik
dari Peraturan Pemerintah, yakni sebagai berikut:
1. Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dahulu ada Undang-

Undang yang menjadi “induknya”.

2. Peraturan Pemerintah tid ncantumkan sanksi pidana apabila

Undang-Undang umkan sanksi pidana;

3. Ketentuan Pe i i mbah atau mengurangi

apat dibentuk meski ke ang tersebut
ra tegas-tegas.
Peraturan Pemerintah u gabungan

netapan: Peraturan Pemerintah ti i pan semata-

14l

seseorang

seperti ini

% Sugi Arto, “Peraturan Pemerintah (PP),” Blog Hukum dan Undang-Undang.
http://artonang.blogspot.co.id/2015/01/peraturan-pemerintah-pp.html  (diakses pada tanggal 26
Desember 2017)

Departemen  Pendidikan ~ Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia
(Cet.l; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1089.
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1. Yang dapat menikah lebih dari satu hanya pada pihak laki-laki. Oleh sebab itu
perlakuan yang menyimpang dari ciri ini dilarang dalam islam.
2. Jumlah dibatasi, yaitu maksimal empat orang perempuan sesuai dengan surat

An-Nisa’ ayat 3.

3. Setiap poligami harus me tertentu yaitu laki dapat berbuat adil
kepada istri-istrinya, cin

Islam pada poligami, tetapi Islam

membe perkawinan
poliga ang poligami
tak terb i n oleh orang-orang jahi bukan Arab.

m, poligami yang ter njadi empat
orang is erkawinan, dengan pers khusus serta
juga sej n yang harus dilakukan dan dituruti.

4}

PAREPARE

*'Eko Wahyu Budiharjo, Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 (Skripsi: Universitas
Negeri Semarang, 2013).
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2.4 Bagan Kerangka Pikir

Persepsi Pegawai Negeri
Sipil

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990

A

Tanggapan

y

y

Tidak Setuju

Setuju

REPAR
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BAB 111

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi

beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitan, fokus penelitian, jenis dan

sumber data yang digunakan, t lan data, dan teknik analisis data.

Untuk mengetahui meto ini, maka diuraikan sebagai

berikut:
3.1Jen

kua Tujuan dari
peneliti ; ngkap fakta, keadaan, a, va dan keadaan
yang te ‘ berjalan dan menyu . Penelitian
rkan dan menuturkan S tan dengan
situasi i, sikap serta pandangan yan i di masyarakat,
variabel, pe antar fakta,

dap suatu kondisi

enelitian ini dig apat menyesuaika de kualitatif

abila berM ngE Mﬂaataan.

%2Tim Penyusun, Pedoman Penelitian Karya llmiah (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi
(Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

26
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3. 2 Lokasi dan Waktu Penelitian
3.2.1 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian yang

berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dilakukan di Kecamatan

Ujung Kota Parepare.

3.2.2 Waktu Penelitian

I dilakukan dalam ng lebih 1 bulan lamanya

ini berfokus pada bag awai Negeri
Kota Parepare tentang 990 tentang

ri Sipil.

4. Data Primer
primer adalah dat leh peneliti dari 0 ertama, dari
sumber 2 yang belu i rang lain.® peneltian ini

yang data pl'PeAaﬁ KchEroleh da | interview

rimer dalam

% Hilmah Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum
(Bandung: Alpabeta, 1995), h. 65.
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3.4.2 sumber Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-
buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk

laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-

lain.>* Data Sekunder adalah sum enelitian yang diperoleh secara tidak

langsung serta melalui medi dicatat oleh pihak lain).

apun teknik

a, sistematis

ini penulis

non pa yang dmpsltn/gpemﬂ imana pan masyarakat

%Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

%5Sugiono, Metode Penulisan Kualitatif Kuantitatif dan R dan D (Bandung: Alfabeta, 2008),
h.204
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3.5.2 Wawancara
Wawancara adalah metode pengumpulan data yang telah mapan dan memiliki
beberapa sifat yang unik. Salah satu aspek wawancara yang terpenting sifatnya yang

luwes. Hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakan

keberhasilan wawancara, sehingga m inkan diperoleh informasi yang benar.*

Dengan demikian, vancara yang bertujuan untuk
mendapatkan informas ) pembahasan sec antara narasumber dengan

a dengan cara tatap e to face )dengan Pegawai

akan suatu cara pengu enghasilkan

g berhubungan dengan ti, sehingga

gkap, sah dan bukan be n pe 3" Dalam hal

mpulkan dokumen-doku rta bil gambar
an dan reka i ermasalahan enelitian ini.

ata

data merup (descriptio

material PwkrneE MFR E<sudnya :
"

r

penyusunan

eneliti dapat
nyajikannya

au didapatkan

*3asmoko, Metode Penelitian (Jakarta: UKI Pres, 2004), h. 78

%" Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),
h. 158.
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dilapangan.®® Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus
atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan
menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang

berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.*

Teknik reduksi ( 3 adalah memilih hal-hal

an, kemudian membuang

terorganisasi dan tersus gan, uraian

ara dan hasil bacaan. D ik dari studi
) maupun dari peneliti rimer) akan

ualitatif.

kesimpulan

fakta-fakta

%8 Sudarman Damin, Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Persentasi, dan
PublikasiHasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang lImu-ilmu Sosial, Pendidikan
dan Humaniora (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37

¥saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.
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meningkat menjadi rinci. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian

berlangsung.

13l

PAREPARE
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Biografi Kecamatan Ujung Kota Parepare

4.1.1 Profil Kecamatan Ujung

Kecamatan Ujung berada di engah pusat Kota Parepare. Pusat dari

segala kegiatan, baik pemerintah maupun dalam

pembangunan sehingg katakan wilaya an Ujung merupakan urat

412K an di tan Ujung
dengan luas 0,36 Km2
abbabang dengan luas 0,36
an Ujung Bu
an Lapadde

an Mallusetasi m

PAREPAR

Sebelah Barat berbatasan dengan teluk Parepare

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidrap

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bacukiki Barat

32
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4.1.4 Jarak Kecamatan Ujung Dengan Daerah Lain

e Dari Kabuaten Pinrang 127 Km
e Dari Kabupaten Sidrap 129 Km
e Dari Kabupaten Barru 146 Km
e Dari Kota Makassar : 155 Km

4.1.5 Jumlah Penduduk Kecamatan Ujung Tahun 2010

33

KELURAHAN

JUMLAH

LABUKKANG

7239

orang suami

dikehendaki oleh

pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah member izin (Pasal 3

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh

“O\www.kecamatanujung.webs.com
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Pengadilan Agama diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan seperti
diungkap sebagai berikut.
Pengadilan agama memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih

dari seorang apabila:

a. lstri tidak dapat menjalan ajibannya sebagai istri

b. Istri mendapat ca ang tidak dapat disembuhkan

c. lstri tidak o rkan keturuna

A, pemberiangizingmelakukanspoligamigdiatas, dapat
perkawinan,
but sakinah,
rdasarkan Ketuhanan Y ila 3 alasan
impa suami istri mak mah tangga

ptakan keluarga bahagia ah).

Nomor 1 Tah persyaratan

. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan
istri-istri dan anak-anak mereka.
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri

dan anak-anak mereka.
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2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak
diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istrinya tidak mungkin
dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian ,

atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2

tahun, atau karena seb ab lainnya yang perlu mendapat penilaian

dari hakim Pe

Aturan meng gami berlaku bag warga Negara Indonesia

peligami yang
am Undang-
oligami ba ai N ipil terdapat
dalam F Nomor 10 Tahun 198 ( bah mejadi
; erint r 45 Tahun 1990 tentan rkaw n Perceraian

bagi Pe eger harapkan dapat menjadi dala :
guhnya prinsi i intah n 1983 dan

erintah Nomo ama, yaitu se ungkin tidak

ada ke wanita lain i istri, atau

" BAREPARE

perkawinan

*prof. Dr.H Zainuddin Ali, M.A, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika
Offset, 2009), h. 47-48.
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lebih dari seorang maka terlebih dahulu wajib memperoleh izin dari pejabat

(pimpinan/atasan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut) yang berwenang.*

Seorang Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan poligami harus

memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, diantaranya adalah diwajibkan

memperoleh izin terlebih dahul . Pegawai Neger Sipil dan Pejabat

disebutkan dalam pasal emerintah Nomor 10 Tahun

1983 tentang lzin Per.

lanan disamping pensi
Bank milik negara.

Pegawai B ha mili

Pegawai B

Pegawai B .

“PAREPARE™ "

*2 Annisaa Nurbaiti, “Poligami Oleh Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang
Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah No. 45
Tahun 1990 (Skripsi Sarjana; Universitas Indonesia Depok; 2012) h. 53.
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b. Pejabat adalah:

Menteri
Jaksa Agung

Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Dapartemen

Pinpinan Kesekretariatan inggi/Tinggi Negera

Gubernur Kepala D

© © N o O &> w N B

ha Milik D

permintaan izin untuk orang wajib

sama alasan-alasan vy dalam surat

imbangan dari atasan Sipil yang

isebut dalam Peraturan Pe or 45 Tahun

n yan

atau penolak tri lebih dari

kan olelﬁﬂ)ﬁ-rﬁlhﬁm ja-ngk

selambat-

ersebut. Hal

Jika pejabat menilai bahwa alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan
dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta

keterangan tambahan dari istri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan

“*3peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi
Pegawai Negeri Sipil.
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izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang
meyakinkan. Ketentuan ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983 Pasal 9 Ayat (2). Sebelum mengambil keputusan, pejabat tersebut pun

memanggil yang bersangkutan atau bersama dengan istri untuk diberi nasihat.

Syarat-syarat yang wajib dipen i.bahan pertimbangan dari Pejabat untuk

beristri lebih dari seorang ng-kurangnya salah satu syarat
alternatif dan Kketiga i S am  Peraturan Pemerintah

Kumulatif

dapat menjalankan kew.

dapat cacat badan at i tidak dapat

penghasilan, dan

c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

bahwa ia aka berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
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Dalam konteks tersebut, alasan untuk beristri lebih dari seorang adalah karena
istri tidak bisa melahirkan keturunan. Berkaitan dengan hal ini yang dimaksud dengan
tidak dapat melahirkan keturunan dalam salah satu syarat alternatif diatas adalah

apabila istri yang bersangkutan  menurut keterangan dokter tidak mungkin

melahirkan keturunan atau sesud inan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)

tahun tidak menghasilkan | 10 Ayat (2) Huruf ¢ PP no. 10

Tahun 1983). Oleh i bahwa istri berdasarkan

keterangan dokter a melahirkan keturun dalam usia pernikahan

agar dapat

| tersebut tidak bertent agama yang

dianut. untuk beristri lebih d perikan oleh

ran Pemerintah Nomor

Pejabat 10 Ayat (4)
apabila:

ut Pegawai

| dalam ayat

berlaku

d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat dan atau

e. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.
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Dalam ajaran agama Kristen tidak diperbolehkan beristri lebih dari seorang,
apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menganut kepercayaan tersebut,

maka tidak bisa mendapatkan izin dari Pejabat.

Kemudian di Pasal 4 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan sebagai
berikut:

1) Dalam hal seor. ari seorang, sebagai mana

disebut dal g ini, maka ia wajib

2) an vang dima S 1) pasal in any berikan izin

idak dapat

mendapat izi i i : askan diatas,
kemudi awai Negeri i mengajukan
permoh ollgamlnwh ﬁfﬂnnuﬁk diprose disidangkan
dimuka u tidak oleh
hakim. an perizinan

dari Pejabat pengadilan.

Prosedur mendapat izin poligami di Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan yaitu:

Mengajukan perkara, seperti mana yang biasa dalam mengajukan perkara, menunggu

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4.
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hari sidang, nanti dalam persidangan ada jawab-menjawab, ada pemeriksaan alat
bukti dan saksi, kalau dari pemeriksaan alat bukti saksi, suami, istri, dan calon istri
sudah sepakat dan tidak dirugikan, tinggal menunggu hasil putusan dari hakim untuk

dikabulkan oleh pengadilan.®

Diatas telah disebutkan syar egawai Negeri Sipil untuk memperoleh
idak mendapatkan izin dari
Pejabat untuk berpoli i ' annya yang kedua, ketiga,

keempa perkawinan

pa meminta
izin leb i , maka akan dijatuhi s isiplin berat
rintah Nomor 30 Tahun ran Disiplin

gkan bagi pegawai Neg i enjadi istri

Pemerintah

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

c. Pembebasan dari jabatan.

**Eko Wahyu Budiharjo, “Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Sistem Hukum
Perkawin” (Jurnal; Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013), h. 70-71.
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d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai
Negeri Sipil.

e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.*°

Seorang Pegawai Negeri Sipil yang.ingin melakukan poligami harus memenuhi

syarat yang telah ditetapkan, dia diwajibkan memperoleh izin terlebih

dahulu dari Pejabat yait alam pasal 1 huruf b Peraturan
Pemerintan Nomor inan dan Perceraian Bagi
poligamimstersebut harus
zin tersebut.
menentukan

but akan diterima atau d

dipenuhi sebagai bahan ejabat untuk

beristri pabila memenuhi sekur satu syarat

alternat ketiga syarat_kumulatif yang di Pemerintah
un 1983 Pasal 10 i , ada syarat

lain ya dipenuhi, ba : jaran agama

dianut oleh
ntah Nomor
10 Tahun 1983 Pasal 10 Ayat (4). Setelah memperoleh izin tertulis dari Pejabat
kemudian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan

poligaminya di Pengadilan dengan membawa surat izin dari Pejabat.

“*peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7
ayat (4).
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4.3 PERSEPSI PNS DI KECAMATAN UJUNG TENTANG IZIN PNS
POLIGAMI

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian

Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan oleh presiden, dibuatnya aturan ini

bertujuan untuk meningkatkan dan an disiplin Pegawai Negeri Sipil serta

memberikan kepastian h an lainnya adalah untuk tidak
mempermudah Pega geri Sipil melakuka ami, mengingat Pegawai
Negeri Sipilgadalah sur apara a,«abdignegarasdangabdigmasyarakat yang
indakan dan
termasuk

n berkeluarga.

ri Sipil yang melakukan ernah terjadi

diwilayz ) , Seperti yang dikatakan

: enikahkan seorang Pegawai Neg ama Djaffar
ahun 2009, i kediaman D
ihadiri sa ar dan saksi-saksi

pe uan Djaffar

erjadi  kasus
g dilakukan

..... q pil ya angkutan, dan berdasarkan informasi dia
telah memperoleh izin dari istri pertamanya.Diberlakukannya Peraturan Pemerintah
(PP) ini, tentunya memberikan beberapa tanggapan khususnya dari Pegawai Negeri

Sipil di Kecamatan Ujung Kota Parepare yang merupakan lokasi dimana penelitian

*"Burhan, Imam Masjid Babussalam, Wawancara (10 Maret 2018).
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ini dilakukan. Beberapa Pegawai Negeri Sipil memberikan tanggapannya mengenai

poligami dan tanggapannya mengenai peraturan ini:

Kalau menurut saya pribadi yang saya pakai adalah sesuai aturan yang berlaku
di Indonesia, cukup satu saja (monogami). Bagi Pegawai Negeri Sipil pria yang
ingin berpoligami harus mendapat ijin dari Walikota, Lurah dan lain-lain
(Pejabat), bagi Pegawai Negeri Sipil ada yang namanya Inspektorat, jadi semua
prilaku-prilaku kita yang berhubungan-dengan Pegawai Negeri Sipil itu harus
ke Inspektorat dulu meminta ijin, kalau berbicara tentang permintaan ijin bagi
Pegawai Negeri Sipil pria menurut saya pribadi tidak jadi masalah. Saya setuju
dengan peraturan yang mengatakan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak boleh
menjadi istri kedua, ketiga dan keempat. Tentang pemberian hukuman itu
tergantung__individunya kalau memang_ kesalahannya sudah berat wajar
(diberhentikan sebagai PNS), saya setuju dengan pemberian hukuman karena
kita sebagai PNS sudah tahu aturan dan kita juga sudah tahu
sanksi/hukumannya. Kalau berbicara tentang poligami, itu pasti tetap membawa
dampak dalam rumah tangga.®®

Poligami itu boleh yang penting mendapat ijin dari istri pertamanya. Kalau
mengenai peraturan yang mewajibkan Pegawai Negeri: Sipil pria harus
mendapatkan ijin dari pejabat sebelum berpoligami itu saya setuju, karena
memang sudah ada aturannya jadi kita (PNS) ikuti saja aturan yang ada. Saya
setuju kalau Pegawai Negeri Sipil wanita tidak boleh menjad istri kedua, ketiga,
keempat, peraturan ini tidak.menjadi-masalah kalau menurut saya pribadi.
Permintaan ijin diajukan secara tertulis saya rasa sudah benar, karena akan
terlihat lebih sopan ketika diajukan secara tertulis daripada diajukan secara lisan
saja. Sudah sepantasnya diberikan sanksi/hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil
yang melanggar peraturan itu, Kkita sebagai Pegawai Negeri Sipil diikat oleh
aturan dan sudahgtahu. hukumannyambagiy, PNS pria bisa jadi dikenakan
hukuman penurunan pangkat; tapi jjika pelanggarannya sudah berat maka bisa
jadi dia (PNS pria) akan diberhentikan sebagai PNS, sedangkan bagi PNS
wanita yang yang melanggar aturan (menjadi istri kedua, ketiga, keempat)
sanksi/hukumannya adalah pemberhentian sebagai PNS. Menurut saya
poligami itu tidak membawa dampak dalam rumah tangga apabila suami sudah
mendapatkan izin dari istri pertamanya.*®

*8Suharto, Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Labukkang Kec. Ujung Kota Parepare,
Wawancara (Pada tanggal 04 April 2018).

*Irmawati, Aparatur Sipil Negara Pemda Kota Parepare di Kantor Kelurahan Labukkang
Kec. Ujung Kota Parepare, Wawancara (Pada tanggal 04 April 2018).
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Setelah mendengar jawaban narasumber pertama dapat ditangkap bahwa beliau
menganut asas monogami dalam berumah tangga. Permintaan izin poligami
khsusunya bagi Pegawai Negeri Sipil sudah seharusnya dilakukan, yaitu memperoleh

izin dari Walikota selaku Pejabat di daerah tersebut. Mengenai permintaan izin secara

tertulis dan menyertakan alasan dalam surat permintaan izin tersebut,

beliau tidak memperm rena terkesan lebih sopan.
ng Pegawai Negeri Sipil
Negeri Sipil
lahan yang

terbukti yang dia lakuka berat maka
wajar j dibe sebagai Pegawai Neg hal tersebut
sudah d and as dalam Peraturan Pem lin Pegawai

Negeri Dia kata, meskipun tidak menyebutkan etail, beliau

hwa poligami tetap am i h tangga.

uh  berbeda - u Irmawati
mengatakan
pabila suami
telah memperoleh izin dari istri pertamanya, namun ketika suami melakukan poligami

tanpa sepengetahuan atau tanpa izin istri pertamanya, maka hal inilah yang akan

membawa banyak dampak negatif nantinya.
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Asas monogami yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan tampak jelas
dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa pada
asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri

dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun ayat (2)

ketentuan tersebut membuka pel ng suami untuk berpoligami. Pasal 3
a pengadilan dapat memberi

pabila dikehendaki oleh

seorang p a. Unsur ini
monogami yang d
tboek (Kitab Undang erdata) juga

Namun latar belakang ogami pada

kedua f 5 monogami
karena angan umat
tidak dapat
perkawinan.
inan dilatar

belakangi oleh perjuangan wanita Indonesia yang berupaya untuk melindungi kaum

mereka dari praktek poligami.®

%0 Wibowo Tunardy, “Asas Monogami dan Izin Berpoligami dalam Perkawinan” .
http://www.jurnalhukum.com/asas-monogami-dan-izin-berpoligami-dalam -perkawinan/ (diakses pada
24 November 2018).
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Saya setuju dengan hukum Islam yang mengatakan poligami itu boleh, asalkan
dengan jalan kedamaian lahir dan batin. Kalau mengenai permintaan izin
poligami saya setuju dan tidak keberatan dengan adanya peraturan yang
mewajibkan PNS pria memperoleh izin lebih dulu. Peraturan PNS wanita tidak
boleh menjadi istri kedua, ketiga, keempat, itu sah-sah saja karena sebagai PNS
kita sudah diikat oleh peraturan dan sudah berjanji untuk mengikuti
peraturannya. Permitaan ijin diajukan secara tertulis itu sudah benar karena
surat yang diajukan itu nantinya dapat dijadikan bukti. Saya setuju dengan
sanksi pemberhentian sebagai PNS bagi.yang melanggar, karena dia sudah tahu
aturan dan sanksinya kenapa masih dia lakukan. Poligami pasti ada dampak
positif dan negatifnya, Dampak positifnya, bisa. mendapatkan keturunan dari
istri keduanya, jika istri pertamanya tidak mampu. Dampak negatifnya adalah
beban hidup bertambah, karena harus membiayai kedua istri dan anaknya.**

Poligami boleh selama sudah mendapatkan izin dari istri pertamanya. Sudah
seharusnya Pegawal Negeri~Sipil pria  meminta ijin jika ingin berpoligami
karena dia adalah PNS maka harus mengikuti peraturan. Saya pribadi sebagai
perempuan tidak mau dipoligami, apalagi menjadi istri kedua, ketiga, keempat,
jadi bagi saya peraturan yang melarang Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi
istri kedua, ketiga, keempat itu saya setuju dan tidak mempermasalahkan. Bagi
Pegawai Negeri Sipil pria permohonan izin harus diajukan secara tertulis saya
rasa tidak memberatkan. Setuju dengan sanksi pemberhentian sebagai Pegawai
Negeri Sipil bagi yang melanggar peraturan tersebut. Mengenai dampak
poligami menurut saya banyak dampak negatif diantaranya, biaya hidup
bertambah dan sulit berlakiiadil.>?

Islam memperbolehkan poligami dengan.dengan syarat suami mampu berbuat
adil kepada istri-istri dan anak=anaknyas Mengenaisperaturan yang mewajibkan
Pegawal Negeri Sipil pria permintaansizin‘dari Pejabat dan larangan Pegawai Negeri
Sipil wanita menjadi istri kKedua, Ketiga, keempat tidak menjadi sebuah masalah,

karena mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil telah berjanji dan terikat oleh peraturan

' H. Haring, Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Ujung Sabbang Kec. Ujung
Kota Parepare, Wawancara (5 April 2018).

*2Andi Syahiratunnisa, Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Ujung Sabbang Kec. Ujung
Kota Parepare, Wawancara (5 April 2018).



48

yang berhubungan dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berhubungan dengan
peraturan mengenai permintaan izin secara tertulis dan menyertakan alasan yang
lengkap beliau menganggap itu sudah benar, karena surat izin tersebut akan menjadi
pegangan dan dapat dijadikan bukti tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang. Dampak poligami
pasti ada, apakah itu dampak negatif atau dampak positif. Dampak positifnya adalah
pria dapat memiliki keturunan dari istri keduanya, apabila istri pertamanya tidak
dapat memberikan keturunan bagi suaminya. Sedangkan dampak negatifnya adalah

biaya hidup bertambah karena dia harus membiayai kedua istri dan juga anak.

Pendapat Ibu Andi Syahiratunnisa tidak jauh berbeda dengan pendapat diatas,
hanya saja beliau memberi sedikit tambahan mengenai dampak poligami selain biaya
hidup jelas bertambah, dan sebagai tambahan beliau mengatakan bahwa ketika terjadi

kasus paligami suami akan sulit untuk berlaku. adil

Kalau masalah hukumnya poligami itu tidak boleh, ini menurut saya pribadi.
Masalah poligami bagi Pegawai Negeri Sipil pria itu bisa memberatkan bisa
juga tidak karena yang saya tahu jarang keluar izin untuk berpoligami. Biarpun
dia (wanita PNS) mau menikahrdenganspegawairswasta tetap tidak bisa karena
memang kita sebagai “PNS" terikat “peraturan: Sebenarnya kalau pegawai mau
poligami harus secara tertulis dan melalui BAWASDA (Badan Pegawas
Daerah) karena ketika ada kesalahan, kita akan dipanggil oleh BAWASDA.
Masalah sanksi/nukuman pemberhentian sebagal PNS sebenarnya tidak terlalu
berat karena memang sudah ada undang-undang yang mengatur. Dampak
poligami banyak sekali, terutama kepada anak-anak.>®

*® Rahmat, Lurah di Kantor Kelurahan Ujung Bulu Kec. Ujung Kota Parepare,
Wawancara (10 April 2018).
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Secara pribadi, poligami itu tidak dilarang kalau orang tidak punya anak tidak
apa-apa, dengan harapan dia bisa dapat keturunan, kalau istrinya sakit dia tidak
bisa melayani suaminya tidak apa-apa tergantung keadaan. Perempuan menjadi
istri kedua, ketiga, keempat itu tidak dilarang menurut agama, jadi secara
agama dia tidak melanggar tapi secara kenegaraan melanggar, sama halnya
nikah sirih, itu boleh karena sah menurut agama tapi melanggar menurut
negara, karena dikhawatirkan ketika berpolemik di pengadilan tidak ada bukti
yang sah disitu yang jadi masalah. Sebagai PNS harus patuhi peraturan sama
halnya masuk dalam suatu negara.harus mengikuti aturan, kalau tidak mau
harus keluar dari negara itu.-Kita sebagai PNS ikuti aturan yang ditetapkan
pemerintah, tidak mau ikuti aturan keluar dari pemerintah. Artinya kita setuju
menjadi bagian dari.- PNS otomatis aturan-aturan yang terkait dengan PNS
harus juga kita taati. Kalau berbicara tentang dampak poligami_itu tergatung
bagaimana kemampuan seorang ayah untuk - memanage/membina.

Bapak.Rahmat menjawab. bahwa secara pribadi bagi beliau poligami itu tidak
boleh, dan mengenai peraturan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil bisa dibilang
memberatkan bisa juga tidak memberatkan karena yang beliau Ketahui tentang izin
poligami bagi Pegawai Negeri Sipil itu jarang dikeluarkan. Mengenai Pegawai Negeri
Sipil wanita yang dilarang menjadi istri kedua, ketiga, keempat dan permintaan izin
tertulis [bagi Pegawai Negeri Sipil pria memang harus diikuti dan dilaksanakan,
karena Pegawai Negeri Sipil terikat oleh peraturan. Sanksi pemberhentian bagi yang
melanggar sebenarnya tidak|terlalu berat karena memang sudah ada undang-undang
yang mengatur. Dampak poligami bisa dikatakan sangat banyak, terutama bagi anak-

anak mereka.

Bapak M. Shodiq Asli Umar mengatakan bahwa poligami itu boleh, dengan
harapan bisa mendapatkan keturunan dari istri keduanya, tergantung dari keadaaan.

Agama tidak melarang wanita menjadi istri kedua, ketiga, keempat hanya saja ketika

M. Shodiq Asli Umar, Lurah di Kantor Kelurahan Mallusetasi Kec. Ujung Kota Parepare,
Wawancara (11 April 2018).
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dia menjadi Pegawai Negeri Sipil berarti secara sadar dia telah bersedia untuk
mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah. Artinya ketika seseorang bersedia
menjadi bagian dari Pegawai Negeri Sipil otomatis segala sesuatu yang berhubungan
dengan peraturan-peraturan atau kewajiban Pegawai Negeri Sipil sudah seharus dia
taati. Mengenai dampak poligami itu tergantung bagaimana kemampuan seorang

ayah untuk memanage waktunya.

Kalau menurut saya, poligami itu sebenarnya tidak boleh, karena banyak efek
negatifnya. Mungkin peraturan tentang permintaan ijin itu memberatkan, karena
memang sudah ada aturannya kita sebagai PNS harus patuhi peraturan. PNS
perempuan sama sekali tidak boleh menjadi istri kedua, ketiga, keempat, agama
memang tidak melarang tapikan khusus Pegawai Negeri Sipil ada aturan yang
melarang. Jika ada Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri, kedua, Kketiga,
keempat itu langsung dipecat tidak ada yang namanya penurunan pangkat.
Permintaan ijin secara tertulis menurut saya itu tidak memberatkan karena bisa
dijadikan bukti tertulis. Hukuman Pemberhentian sebagali PNS bagi yang
melanggar menurut saya itu mungkin terlalu berat, tapi memang Negara kita
adalah Negara hukum mungkin itu sudah tepatlah. Banyak dampak, terutama
untuk masa depannya anak-anaknya !elas terganggu, kebanyakan yang saya
dapat itu terbengkalai sekolahnya, dll.’

Saya tidak membolehkan poligami, karena menyusahkan keluarga karena saya
juga tidak setuju kalau dipoligami. Peraturan tentang permintaan ijin itu
memang seharusnya dipatuhi, karena sebagai Pegawai Negeri Sipil kami itu
terikat oleh kepegawaian; jadi' mau/tidak.mau tetap harus Kita ikuti aturan.
Hukuman pemberhentian ' memang sudah pantas karena memang ada aturannya.
Paligami itu banyak dampak negatifnya, khususnya anak, batinnya tidak tenang
karena ditinggalkan-orang tua; .dia-mau. kebapaknya tapi berat sama ibunya,
begitupun sebaliknya.®

Dapat dikatakan bahwa poligami itu tidak diperbolehkan karena membawa
banyak efek negatif. Peraturan pemerintah ini memang sedikit memberatkan namun

sebagai Pegawai Negeri Sipil mereka diharuskan untuk mematuhi peraturan yang

**Umar Tandilawa, Sekertaris Lurah di Kantor Kelurahan Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare,
Wawancara (13 April 2018).

% Kartini, Kasi Kesejahteraan Rakyat di Kantor Kelurahan Lapadde Kec. Ujung Kota
Parepare, Wawancara ( 13 April 2018).
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telah ditetapkan. Sama seperti peraturan yang melarang Pegawai Negeri Sipil wanita
menjadi istri kedua, ketiga, keempat, peraturan ini harus tetap ditaati walaupun
dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama lIslam yang tidak melarang wanita
menjadi istri kedua dan seterusnya. Sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil wanita yang
melanggar aturan tersebut adalah pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak
dengan hormat, sebenarnya hukuman ini bisa dikatakan terlalu berat, namun
mengingat negara kita adalah negara hukum maka pemberian sanksi itu sudah tepat
bagi pelanggarnya. Poligami membawa banyak dampak negatif terutama untuk masa
depan @anak-anak. Masa depan “anak-anaknya jelas terganggu karena kurang
perhatiannya orang tua mereka, kebanyakan yang ditemukan dilapangan adalah

terbengkalainya sekolah anak-anaknya karena kelalaian orang tua.

Ibu Kartini sedikit menambahkan tanggapannya mengenai dampak poligami,
dampak poligami tetap mengarah-kepadaranak-anak, ketika seorang ayah/suami
menikah lagi dan istri-istrinya tinggal dirumah yang berbeda, maka secara batin anak-
anak akan merasa tidak tenang ketika ayahnya pergi, si anak mau ikut dengan

ayahnya tapi berat untuk 'meninggalkan=ibunya,“begitipun sebaliknya.

Menurut ™ Islam poligami 1tu boleh, tapr sebartknya poligamt tidak dilakukan
karena membawa dampak negatif dalam keluarga. Mengenai permintaan ijin
poligami seharusnya memang demikian. Saya setuju tentang larangan Pegawai
Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua,ketiga, keempat, karena akan
menimbulkan permasalahan dan pertentangan diantara kaum wanita. Peraturan
mengenai Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil ini saya rasa kurang
adil, bagi pria yang melanggar hukumannya bisa penurunan pangkat, mutasi
dan lain-lain. Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar
hukumannya langsung pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil. Poligami
membawa dampak negatif dalam rumah tangga, contohnya masalah ekonomi
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susah diatur, susah berlaku adil kepada istri-istri, sering terjadi pertengkaran,
sering terjadl kebohongan.”’

Agama tidak melarang poligami, tetapi bagi saya pribadi tidak
memperbolehkannya. Mengenai Permintaan ijin Pegawai Negeri Sipil pria
memang sudah tepat, supaya tidak mempermudah terjadinya poligami. Tentang
peraturan yang melarang Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri, kedua,
ketiga, keempat itu saya sangat setuju, karena saya pribadi tidak mau
dipoligami, apalagi yang berpoligami hanya karena nafsu, dan ada juga yang
tujuannya adalah untuk mempe dup dengan alasan jlka dia menikah lagi
dengan Pegawai Negeri memiliki penghasilan maka hidupnya
akan menjadi lebih bz

Walaupun agan erbolehkan polig pi mengingat banyaknya
. Mengenai

oligami dan

Sedangkan peraturan

Pegawai Negeri Sipil

pria. M seharusnya kan karena

banyak negatif dalam r masalah eka

Pl |strﬁ1 sering terjac

angan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi

diatur, ¢ lit berlaku adil terha ngkaran dan

juga kel

Ibu Misgunawati setuju dengan I

istri kedua, ketiga, keempat, karena ada kemungkinan seorang pria ingin berpoligami

*'Sitti Syamsiah, Guru TK Nurhalifah Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare, Wawancara
(14 April 2018).

*8Hj. Misgunawati, Guru TK Nurhalifah Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare, Wawancara
(14 April 2018).
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dengan Pegawai Negeri Sipil wanita dengan alasan memperbaiki statusnya karena
menganggap wanita tersebut memiliki pengahasilan yang akan menjadi miliknya
(pria) juga. Beliau juga tidak memperbolehkan ketika seorang suami ingin

berpoligami hanya untuk memperturutkan hawa nafsunya.

Sejak ditetapkan Pe Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin PNS, sebagai dalam pasa an Pemerintah Nomor 53

bahwa ada juh belas) kewajiban yang harus

juga be : aturan Pe tang disiplin

enghindari 15 larangan.

i akibat dilanggarnya Pe Nomor 53
Negeri Sipil, maka kepa awai Sipil yang
diatur dala 7 Peraturan

omor 53 tah PNS, vyait an disiplin

ringan,

an disiplin sedang dan

an disiplin berat.
AREPARE
er

)ejabat yang
diberi diber anusia untuk
memeriksa dan menjatukan hukuman disiplin kepada pegawai yang melakukan
pelanggaran disiplin. Kewenangan penjatuhan hukuman disiplin yang didelegasikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk hukuman disiplin tingkat ringan

dan sedang. Kewenangan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat tidak
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didelegasikan. Pendelegasian kewenangan pemeriksaan dan penjatuhan hukuman
disiplin sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia.

Pejabat yang berwenang memeriksa dan menjatuhi hukuman dapat melakukan

pemanggilan kepada Pegawai iduga melakukan pelanggaran untuk
diperiksa. Pangkat atau.j i endah dari pangkat/jabatan

Pegawai Negeri Sip 0ses penting yang harus

dilalui 8
a.
dapat dilakukan seca . pemanggilan
penuhi oleh Pegawai ersangkutan,
anggilan secara tertulis. gilan secara
s penjatuhan
utan. Dalam mela pemanggilan
waktu yang kan untuk
b.

Dalam hal tertentu Pejabat dapat memerintahkan pejabat lain didalam
lingkungannya untuk melkukan pemeriksaan. Pejabat dalam melakukan
pemeriksaan harus berdasarkan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan

yang ditandatangani oleh Pejabat. Pangkat atu jabatan pejabat yang diperintah
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melakukan pemeriksaan tidak boleh lebih rendah dari dari pangkat/jabatan
Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa. Tidak berlaku dalam hal pemeriksaan
dilakukan oleh Pejabat Inspektorat Jenderal yang diperintah untuk melakukan

melakukan pemeriksaan secra fungsional terhadap Pegawai Negeri Sipil yang

diperiksa.

Pemeri i, objektif, menjujung tinggi

asas pradug n Pegawai Negeri Sipil

at Pegawai Negeri Si ipe bekerja atau
ang memeriksa atau di antor dalam

en Hukum dan Hak As

secara lisan
jelasan atas

maka yang

hukuman disiplin. Hasil pemeriksaan harus dicantumkan dalam suatu Berita
Acara Pemeriksaan dengan mencantumkan data kepegawaian Yyang

bersangkutan.
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Berita acara pemeriksaan terlebih dahulu dibacakan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang diperiksa untuk diberikan kesempatan kepada yang
bersangkutan menyanggah dan mengoreksi isi Berita Acara Pemeriksaan yang

telah dibacakan. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa tidak

bersedia menandatangani ra Pemeriksaan, pemeriksa dapat

mencatatkan peri Berita Acara Pemeriksaan

dengan diket n Pegawai Negeri Si iperiksa.

pemeriksaan dijadikan i penjatuhan
au pembebasan dari s : pelanggaran
ai Negeri Sipil yang a. hal laporan
akan bahwa Pegawai ipil )ersangkutan
erbukti mela n plin, maka yersangkutan
kan dari sangka nggaran dis Dalam  hal

rkan laporan hasi an terbukti mela pelanggaran

Surat keputusan hukuman disiplin disampaikan kepada Pegawai

Negeri Sipil yang bersangkutan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman dipanggil untuk menerima surat

keputusan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum atau
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pejabat yang ditunjuk. Penyampaian surat keputusan disiplin disampaikan
dalam ruangan tertutup dikantor tenpat Pegawai Negeri Sipil bekerja atau
kantor lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dapat

dihadiri oleh pejabat kepegawaian atau pejabat lain yang dipandang perlu oleh

pejabat yang berwenang

tanggal seharusnya ya erima surat

isiplin.*®

onden untuk
Peraturan

zin Pegawai Negeri Sip yami. Dalam

=PA

dan lima Pegawai Negeri Sipil wanita. Semua Pegawai Negeri Sipil pria setuju

dengan peraturan ini, dalam artian mereka (PNS pria) tidak mempermasalahkan dan

Reynaldi J, “Tata Cara Penjatuhan Hukuman Pegawai Negeri”. Blog Catatan Kuliah Si
Anak Kampus. http://unhaslaw.blogspot.com/2013/12/makalah-tata-cara-penjatuhan-
hukuman.html?m=1 (diakses pada tanggal 8 Desember 2018).
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tidak merasa diberatkan oleh peraturan yang mewajibkan Pegawai Negeri Sipil pria
untuk memperoleh izin oleh pejabat sebelum melakukan poligami. Dengan setuju
menjadi Pegawai Negeri Sipil berarti merekapun setuju dengan peraturan-peraturan

yang mengikat Pegawai Negeri Sipil yaitu Peraturan Pemerintah tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri vanita yang esponden setuju dengan
egwai Negeri
peroleh izin

iga 3 i Sipil wanita

untuk istri ketiga, keempat, baik atus  sebagali

i Sip n pria yang bukan Pega urut mereka

ak m dampak negatif dalam ranya biaya

ah dan pria a adil. Dari se ndapat yang

pulkan ada sat yang memberikan pat berbeda

si Pemberhentian n hormat bagi Peg egeri Sipil

wanita enjadi istRAaRtg,Pe '- ; rang sesuai

karena an hukuman
berat berdasarkan Peraturan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hanya saya
hukuman yang diberikan tergantung dari hasil pemeriksaan yang dijadikan bahan
pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin, apakah itu penurun pangkat, penurunan

jabatan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian
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tidak dengan hormat, tergantung dari tingkat kesalahannya. Hukuman yang
bermacam-macam tersebut seakan-akan Pegawai Negeri Sipil Pria diberi sedikit
keringanan. Hal inilah yang mendasari sehingga menurutnya peraturan tersebut

kurang sesuai, karena ketika Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar tidak ada

sanksi penurunan pangkat, pem an hormat, melainkan satu-satunya

sanksi yang diterima ad

13l

PAREPARE
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Pegawai Negeri Sipil pria yang ingin melakukan poligami hanya dapat

menikahi wanita yang berstat i Negeri Sipil, karena sangat jelas

dikatakan dalam Perat eri Sipil wanita tidak boleh

menjadi istri kedua eempat. Izin untuk bih dari seorang hanya

dapat d satu syarat

a syarat lain

apat berpoligami sebag Peraturan

1983 Pasal 10 ayat 4.

tuju dengan
membawa
sipil tidak
ggar aturan
alah seorang
dengan saksi
pemberhentian tidak dengan hormat apabila ada yang melanggar Peraturan
Pemerintan Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2), beliau merasa ada keringanan
bagi Pegawai Negeri Sipil pria yang melanggar dan terbukti melakukan kesalahan.

Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita sanksinya adalah pemberhentian. Hal

inilah yang mendasari sehingga beliau kurang sependapat dengan aturan tersebut.

60
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5.2 Saran

Diterapkannya Peraturan Pemerintah tentang lzin Pegawai negeri Sipil
Poligami, diharapkan agar pemerintah dapat melaksanakan peraturan tersebut dengan

sebagaimama mestinya agar dapat meminimalisir terjadinya poligami dilingkungan

keluarga, khususnya keluarga Peg i Sipil. Degan tidak memberikan izin

poligami kepada Pegawai g tidak memenuhi persyaratan

PAREPARE
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PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Untuk Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Ujung
Kota Parepare,
1) Bagaimana hukum poligami menurut anda ?
i PP No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat 1,
roleh izin dari pejabat ketika

2) Bagaimana pendapat anda

dimana seorang PN
ingin berpoli

anda mengenai PP un 1990 Pasal 4 ayat 2,

S yang ingin berpoliga iaj ara tertulis
alasan yang lengkap ?
anggar aturan tersebut a i n Disiplin
adalah pemberhentian
pan anda mengenai peraturan ini ?

h poligami m 3 atau tidak?

PAREPARE
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Pengembangan & Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Dasrah.

F

mmmmmnmmsmmmmm

Perangkat Daerah

Summmmmwmwm(M) STAIN Parepare,
Nomor : B 1060/St.08/PP.00.9/03/2018 tanggal 22 Maret 2018 Perhal [2in
Melaksanakan Penelitian

Sewmnwwmwsebutmkapadam Pemenntah  Kota
Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat

w

Judul ;
"PERSEPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO.
45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PNS POLIGAMI (STUDI DI KECAMATAN UJUNG KOTA
PAREPARE)"
: Tmt. Maret 5.d April 2018
Wm : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menyetujul kegiatan dimaksud
dengan ketentuan :

TEMBUSAN : Kepads Yth. =
1. Gubernur Provinsl Sulawes| Selatan Cr), Kepala BKB Sulsel di Makassar
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: 050 /[, /Bappeda Yth, Dc.xnammwfe
. lzin Penelitian Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan dan Penerapan [imu Pengetahuan dan Teknologi.

2. Peraturan Menteri Dafam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitlan dan
Pengembangan di Ungkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan
Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Dasrah.

4. Peraturan Daerah Kota Parepare No, 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dar Susunan
Perangkat Daerah,

5. Surat Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) STAIN Parepare,
Nomor @ B 1060/SH.08/PP.00.9/03/2018 tanggal 22 Maret 2018 Perhal Izn
Melaksanakan Penelitian.

Setelzh memperhatikan hal tersebut, maka pada perinsipnya Pemerintah Kota

Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat

mmm
Nama £ ANDI MUHM, NUR AMIN
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare/2 Januari 1995
Jenis Keiamin :uu-uu
Pekarjaan : Mahasiswa
Alamat : ). Lagafigo KM.5, Parepare

Wmmmmdmmw\mw
"PERSEPSI PEGAWAI NEGERT SIPIL TERHADAP PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO.
45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PNS POLIGAMI (STUDI DI KECAMATAN UJUNG KOTA
PAREPARE)"

: Tmt, Maret s.d April 2018
Wm : Tidak Ada

mmmmmmmmmm
1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melapockan dini kepada
Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pengambilan Data/Penelitian tidak menyimpang dan masalah yang telah dizinkan dan
semata-mata untuk kepentingan Timiah.

Mentaati kestentuan Persturan  Perundang-undangan yang beraku  dengan

Kepada Yth
1. mmmmm Kepala BKB Sulsel di Makassar
2. Walikota Parepare dif Parepare
3. Ketua Bidang Akademik dan Pengambangan Lembaga (APL) STAIN Parepare di Parepare )
4. Ssudara ANDI MUM. NUR AMIN V

5. Assip.
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PEMERINTAH KOTA PAREPARE

KECAMATAN UJUNG

Jalan Mattirotasi Nomor 22 Parcpare, Telp. (0421) 21165

Kode Pos 91111, Email : ujungdpareparekota.go.id
Website : www.kecamatanujung.webs.com

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 138.5/65/Ujung

Yang bertandatangan di bawah ini:

Namu . H. YUNUS NONCI, 5.Pd. MM
Jabatan : Camat Ujung Kota Parepare
NIP : 19700307 199103 1 003
Alamat Kantor : JI. Mattirotasi No. 22 Parepare

Dengan ini memberikan izin kepada

Nama . ANDI MUH. NUR AMIN
Tempat/Tgl Lahir : Parepare/ 2 Januari 1995
Jenis Kelamin . Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : JL Lagaligo KM. 5 Kota Parepare

Untuk melakukan kegiatan Penelitian/Wawancara di Kota Parepare
dengan judul : * PERSEPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENERAPAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PNS
BERPOLIGAMI (STUDI DIKECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE)".

Demikian Surat izin ini dibuat untuk dipergunakan scbagaimana

mestinya.
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Mengingat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1890

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG
1ZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

mengubah
beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983 tentang 1zin Perkawinan dan Perceraian bagl Pegawai Negeri

Sipil;
1. Pasal 5 ayal (2} Undang-undang Dasar 1945,

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Tahun 1874 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3019),

3, Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1875 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3050),

mmmms.mmmwm
membentuk keluargas yang bahagia dan Kkekal berdasarkan
Ketuhanan A
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5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1875 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Neger
SIpﬂ(mele 1975 Nomor 28, Tanhahan

Lembaran Negara Nomor 3058);

8§ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1880 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Nagara Tahun 1880 Nomor
50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

7. Peraturan Pemenntah Nomoe 10 Tahun 1983 tlentang Izin
Perkawinan dan Perceraian bagl Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 1883 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3250);

MEMUTUSKAN -

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN
1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL.

‘Pasal 1
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceralan bagi Pegawal
Negeri Sipil yaitu : X
mmmsmmwm
Pasal 3

(1) Pegawai Neferi Sipll yang akan mslakukan perceraian wajib
memperoleh izin atau surat keterangan lebih dshulu dari

i

(2) Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagal
penggugat atau bagi pegawai negen sipil yang berkedudukan
sebagai tergugat untuk memperoieh izin atau surat keterangan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan
parmintaan secara tertulls;

(3) Dslam surat permintaan (zin atau pemberitabuan adanya
gugatan untuk swat keterangan,

mmmpu4wwmmwm

‘Pasal 4

(1) mewmmmwmwm
wagidb memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak ditzinkan untuk menjadi istri
keduaketigakeempat
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dlete 3
(3) Pemmintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

digjukan secara tertulis.
(4) Dalam sural permintaan izin sebagaimana dimaksud

dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang

mendasari permintaan izin untuk baristri lebih dari seorang”
Mengubah ketentuan syat (2) Pasal 5§ sehingga berbunyl sabagai
berikut -

*(2) Setigp atasan menerima permintaan (zin darl Pegawai
@ _&wmlwmmm

lambatnya tiga buian terhitung mulal tanggal ia menerima

Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut -

2 Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang
dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut -

'(4)mmgqimn-mmmmmwu
mmmwmm

atau karena hal lain diluar kemampuannys.”
b Kwnmqu«)mmwmmm(m
baru,

c mmmmmm(mlmmmmadium
ayat (B) baru sehingga berbunyi sebagai berikut

d wmm(a)mmmmmmm
Mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 9 sehingga berbunyl sebagai
berkut |

*(1) Pejabat yang menerima parmintaan izin untuk beristri lebih dari
seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib
memperhatikan denagan seksama alasan-alasan yang
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dikemukakan dalam sural permintaan zin dan pertimbangan
dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.”

Ketentuan Pasal 11 dihapuskan seluruhnya

Ketantuan Pasal 12 lama diyadikan ketentuan Pasal 11 baru, dengan
mengubah ketentuan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut.*

"(3) Pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha Millk
Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden *

Mengubah ketentuan Pasal 13 lama dan selanjutnya dijadikan
ketentuan Pasal 12 baru sehingga berbunyi sebagai berikut .

‘Pasal 12

Pemberian atau penclakan pemberian mnmﬁukmehk
perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk
lebih dari secrang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
(1).ditakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka
selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai i@ menerima
permintaan izin tersebut.”

Ketentuan Pasal 14 lama selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 13
baru.

§

it

Mengubah ketentuan Pasal 15 lama dan sefanjutnya dijadiken
ketentuan Pasal 14 baru, sshingga berbunyl sebagai berikut:

“Pasal 14

“Pegawal Negern Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang
bukanisterinya atdu dengan pria yang bukan suaminya sebagal

Mengubah ketentuan Pasal 16 Lama dan selanjutnya dijadikan
ketentuan Pasal IS baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

‘Pasal 15

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih
mbwmmzm(t)mmmamm
M4M(1)Puduudd(mmﬂpuwdma dalam

_tuﬁnm sejak v
dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat
berdasarkan Peraturan Pemernntah Nomor 30 Tahun 1980
tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pegawai Negeri Sipll wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4
ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil,

(3) Ammmwmumstdeepbd
yang melangger ketentuan Pasal 12, distuhi salah satu
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hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai
Negeri Sipi*

Mengubah ketentuan Pasal 17 lama dan sefanjutnya dijadikan
ketentuan Pasal 16 baru, sehingga berbunyi sabagai barnkut

"Pasal 16

Pegawal Negeri Sipil yang menolak meiaksanakan ketentusn
mwmmmpuua dijstuhi salah satu

hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negen Sipil *

Sesudah Pasal 16 baru ditambsh satu ketentuan baru, yang dijadikan
Pasal 7 baru yang berbunyi sebagal berikul -

Pasal 17

(1) Tata cara penjatuhan hukuman dispplin berdasarkan ketentuan
Pasal 15 dan atsu Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemenntah Nomor 30
Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawal Negerl Sipll;

{2) Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerntah Nomor 30
Tahun 1880 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983 dan Perafuran Pemerintah ini, berlaku bagi mereka yang
dipersamakan sebagai Pegawai Negen Sipll menurut ketentuan
g;g] hunyf 8 angka 2 Peraturan Pemenintah Nomor 10 Tahun

“Pasal |l
Paraturan Pemerintah ini mulal barlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Paraturan Pemerinteh ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Septomber 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
g
SOEHARTO
Diundang & Jakarta
pada tanggal 6 September 1990

ARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd
MOERDIONO
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LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980  NOMOR &1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1880
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG
1ZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

uMuM

Pegawail Negeri Sipil sebagai unsur aparstur negara, abdi negara. dan abdi masyarakat
diharapkan dapat menjadi teladan yang bak bagl masyarakat dalam tingkah laku,
tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang bertaku

Perkawinan merupakan ikatan lashir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pegawal Negeri Sipll harus menaatl kewsjiban tertentu dalam hai hendak
melangsungkan perkawinan, benstri leblh dari saty, dan stau bermaksud melakukan

Sebagai unsur aparatur negara,abdrnegara, dan abdi masyarakat Pegawai Negen Sipi
dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh ururusan kehidupan
rumah tangga/keluarganya.

Dalam pelaksanaannyabeberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983 tidak jelas. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkens ketentuan
Pmmmm?ﬁmimmwmu&m:m
maupun tidak terhadap ketentuan tersebut.

DmmmmmnMaPmmmpdmwl tindakan yang tegas
rumusan ketentuan Peraturan anutthomoerm

mengajukan permintaan
Pegawal Negeri Sipil wanita untuk menjadi isten kedua/ketigalkeempat, pembagian gaji
mmuﬁmnmmmMWhmwlm
bagi kedua belah pihak.

Perubahan lainnya yang bersifat mendasar dan lebih memberi kejelasan terhadap
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ialah mengenai pengertian
hidup barsama yang tidak diastur sebelumnys Dalam Peraturan Pemerintah Ini
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dmmmmmm ditegaskan bahwa Pegawal Negeri
sspadaarangmumkmm Pmlw&pilmmuap

dijatuhi salah satu hukuman disipiin berat bardasarkan Peraturan Pemeriniah
NomorSOTdm 1980.

Mengingat faktor penyebab pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 berbeda-beda maka sanksi terhadap pelanggaran yang semula berupa
pemberhentian dengan hormat tidak atas parmintaan sendiri sebagai Pegawai Negerl
Sipil, dalam Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi salah satu hukuman disiplin berat
berdesarkan Persturan Pemenntah Nomor 30 Tehun 1880, hal mana dimaksudkan
untuk lebih memberikan rasa keadilan

Mereka yang berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 10 Tahun 1983 dipersamakan
Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, dikenakan pula hukuman disiplin
berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1880 tentang Peraturan
Disiphin Pagawai Negeri Sipil

PASAL DEMI PASAL

Pasal 3

Ayat (1)
Ketentuan inl berlaku bagl setiap Pegawal Negert Sipll yang akan
M‘mmmmem&plmm
gugatsn percersian (pengbugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu
WWMIPWNMmemmW
m(m)mmmuummmmm
Pejabat sedelum melakukan perceraian,

Ayat (2)
Pmmmdmo&mmmpmm
tertulis melalul saluran hierarki sedangkan tergugat wajib memberitahukan
adanys gugstan perceraian dari suamiistri secara tertulis melalul saluran
hierarki datam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah
menerima gugatan perceraian.

Ayat (3)
Cukup elas

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
g ini mengandung pengsrtian behwa selama berkedudukan
sebagai istn kedua/ketiga/keempat ditarang menjadi Pegswai Negsri Sipil

Ayat (3)
Cukup jalas

Ayat (4)
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Pasal 5

Expanced Fastures
Unlimited Pages

Ayat (1)

Ayat (2)

Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian
atau untuk beritri lebih dan seorang wajib memberikan perimbangan secara
tertulis kepada Pejabat

Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pegbat
dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar
yang kuat atau tidak.

smlwmmmmm alasan yang bersangkutan

Ayat (2)
C

Ayat (3)

Ayat (4)
C

Cuikup jolas

Ayat (5)
C

Ayat (6)

Ayat (7)

Pasal 8

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 11

Cukup jelas

Ayat (1)
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Expanded Festures
Uniimeiod Fages
9
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayal (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pssal 12
Cukup jslas
Pasal 14
Yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan
sebagal suami istri di luar perkawinan yang sah yang seclah-olah
mevrupakan suatu rumah tangga.
Pasal 15
Ayat (1)
Avat(2)
Cukup jeias
Ayat (3) =
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup |elas
Ayst (2)
Pasal Il
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3424

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



KETERANGAN WAWANCARA
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama /(7 }IL%GUMW'{ESM
P BT LAPADDE PLoK Al 74
Pekerjoan pPus [ 6ury)
Menerangkan bahwa,
Nama : Andi Muh. Nur Amin
Nim = 13.2100.030
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ahwal Al-Syaksiyah
Alamat 1. Lagaligo KM. 5 Kota Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang
berjudul “Persepsi Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pencrapan Peraturan Pemerintah
No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin PNS Poligami (Studi di Kecamatan Ujung

Kota Parepare)”.

Demikian Surat Keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Kec, Ujung, April 2018
Yang Bersangkutan,

Gt
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KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama 7. Dhodsg At Cmar

et s (k. Protiasa fon )

Menerangkan bahwa,

-

Nama - Andi Muh. Nur Amin

Nim :13.2100.030

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi - Ahwal Al-Syaksiyah

Alamat :J1. Lagaligo KM. 5 Kota Parcpare

Benar teluh melakukan wawancam dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang
berjudul “Persepsi Pegawai Negeni Sipil Terhadap Pencrapan Peraturan Pemerinich
No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin PNS Poligami (Studi di Kecamatan Ujung

Kota Parepare)”.

Demikian Surat Keterangan im saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya, "
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KETERANGAN WAWANCARA
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Chnar 7c;naﬁ'/ama, Se
Alamat JL %na/a/an{
Pekerjaan - PAS ( Ju(/u/‘)
Menerangkan bahwa,
Rama - Andi Muh, Nur Amin
Nim - 13.2100.030
Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi - Ahwal Al-Syaksiyah
Alamat JI, Lagaligo KM. 5 Kota Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skrips: yang

berjudul “Persepsi Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pencrapan Peraturan Pemerintah

No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin PNS Poligami (Studi di Kecamatan Ujung

Kota Parepare)”.

Demikian Surat Keterangan ini sava berikan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya. .
Kec. Ujung, April 2018
Yang Bersangkutan,

UMAR TANDILAWA, SE
NP 19710311 2007Q) 1 024
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PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN UJUNG

.umummmzzm Telp (0421) 21185

Kode Pos 91111, Email - wung kotscareSyahes com
Websae mkamﬁammmhm

Nomor : 800 /2397 UIUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini, Camat Ujung Kota Parcpare menerangkan dengan
sesungguhnys bahwa

Menerangkan dengan sebenamyn bahwa :
Nama ¢ ANDI MUH. NUR AMIN
Tempat / Tel Lahir  : Parepare / 2 Januan 1995
Jenis Kelamin . Laki-taky
Pekerjoan : Mahasiswa
Alamat ¢ JI. Lagaligo KM. 5, Pare¢pare
Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Ujung Kota Parepare

dan Kelurahan Lingkup Kecamutan Ujung. pada bulan Maret s/d April 2018 dengan judul
penelitian : “PERSEPSI PEGAWA] NEGERI SIPIL TERHADAP PENERAPAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PNS POLIGAMI
(STUDI DI KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE)™.

Demikian keterangan ini dibunt untuk dipergunakan sebagnimana mestinya.

l_’arepan:.m Mei 2018
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DOKUMENTASI WAWANCARA




RIWAYAT HIDUP

Andi Muh. Nur Amin, lahir di Parepare, pada tangga 02

Januari 1995. Anak ke-2 dari pasangan Andi Sirnagali
elurahan Lapadde Kecamatan Ujung

nulai masuk pendidikan formal
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